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Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan.

Dasar Hukum :
Pasal 29 dan 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
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Kewajiban WP Saat Diperiksa

« Memenuhi panggilan pemeriksaan
« Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen

= Memberi kesempatan pemeriksa untuk
mengakses/mengunduh data elektronik

= Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki
tempat/ruang

= Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

« Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan Publik

« Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP

= Memberikan keterangan lisan/tertulis
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meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak
dan Surat Perintah Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan
lapangan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan
Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk
memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

Hak Wajib Pajak

menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan;

mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan
oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, seshubungan
dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum
disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian
Kuesioner Pemeriksaan. \
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Produk Hukum Pemeriksaan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)



Tujuan Pemeriksaan

1 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak

Terbagi atas:

= Pemeriksaan Khusus; dan
= Pemeriksaan Rutin

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
2 peraturan perpajakan

Dilakukan dalam rangka:

= Penerbitan NPWP / Pengukuhan PKP secara Jabatan;

= Penghapusan NPWP / Pengukuhan PKP;
= Keberatan;

= dan lain-lain
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Kriteria Pemeriksaan

WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)

SPT LB selain Pasal 17B UU KUP

Pemeriksaan WP telah diberikan pengembalian pendahuluan
Menguiji kelebihan pajak
kepatuhan g

Penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk
selama-lamanya;

Dapat

dilakuk Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau
llakukan *  metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian

kembali aktiva tetap

Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT
melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang
— terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko

Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan \
analisis risiko @Psiatania




Prosedur Pemeriksaan Pajak

Penguatan Data/I
nformasi Untuk A
nalisis Risiko
(SE-06/PJ/2016)

Validasi dan Ident
ifikasi Potensi
(SE-06/PJ/2016)

Pembahasan deng
an Kepala Kantor,

n Seksi Pemeriksa
an
PMK-17/2013

Seksi Waskon, da 1#—

Draft Temuan Pe

l

Penugasan Pemeri
ksaan Khusus (NP
2)
(SE-06/PJ/2016)

Persiapan Pemerik
saan (mengumpulk
an dan mempelaja
ri data WP)
SE-126/PJ/2010
& SE-04/PJ /2012

SP2 terbit
(SE-06/PJ/2016)

Pemeriksaan di te
mpat WP dan Peng
ujian

Permintaan Keter
angan Secara Ter
tulis Kepada Pihak
Ketiga termasuk
Akses Informasi
Keuangan
SE-65/PJ/2013 &
SE-10/PJ/2017

v

Pemanggilan WP k
e Kantor Pajak, Be
rita Acara Pertem
uan dan Pakta Int
egritas
PER-07/PJ/2017
& SE-10/PJ /2017

SPHP
PMK-17/2013

meriksaan |
SE-65/PJ/2013
SE-10/PJ/2017 & KEP-754/PJ/2
001 & SE-06/PJ
/2006
Pembahasan Akhir Quality Assuranc
dengan WP —>| e (hanya dasar hu

PMK-17/2013

kum)
PMK-17/2013

Laporan Hasil Pem
eriksaan
PMK-17/2013 & S
E-28/PJ/2017

SKP
PMK-183/2015

i
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QY Penyelesaian Pemeriksaan
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Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
diselesaikan dengan cara:
]

h 4 W Y
___ menghentikan Pemeriksaan membuat LHP sebagai dasar mengusulkan Pemeriksaan
dengan membuat LHP Sumir penerbitan SKP Bukti Permulaan
S WP tidak ditemukan & Pemeriksaan dilakukan
> WP Tidak ditemukan terhadap permohonan restitusi Ps 178 UU KUP
i |y WP ditemukan & Pemeriksaan dapat
Pemenksaqn "_"t"k SPT yang diselesaikan sesuai jangka waktu pemeriksaan
bukan restitusi (bukan Ps 178
—> UUKUP ) disetujui dilakukan WP ditemukan & SPHP belum dapat diselesaikan
Pemeriksaan Bukper > sampai dengan berakhirnya perpanjangan
jangka waktu pemeriksaan
Pemeriksaan atas : - :
permohonan restitusi (Ps 178 _ tidak dil-an.jutkan dengan /, diselesaikan dengan menerbitkan SKP
UU KUP) ditangguhkan penyidikan karena \
karena dilakukan WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya
pemeriksaan Bukper (Ps 8 ayat (3) UU KUP)
\
\\ penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan
—> Pemeriksaan u’ang tanpa dilanjutkan dengan penuntutan (Pasal 448 UU KUP)
tambahan pajak

penyidikan Dilanjutkan penuntutan serta telah terdapat
putusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap
yang menyatakan bahwa WP telah melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.




Jangka Waktu 555548 cvangon
\

J

6 bulan (+ 2 bulan)

Disampaikan melalui
faksmili, pos dengan
bukti pengiriman
surat atau jasa
pengiriman lainnya
dengan bukti
pengiriman

Penguijian di
Tempat WP

'
I
|
|
|
!
|
|
I
|

Perolehan data dalam bentuk
ekektronik

T . e e e e e e e e

Tindak lanjut:

« Indikasi TPP:

«  usul bukper
Tidak kooperatif:
penghitungan
jabatan/usul bukper

O —————————
T e e e e e e e -

i
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Peminjaman Dokumen

WP wajib menyerahkan buku, catatan &

Jangka S ;
Wa?ctu e dokumen yang dipinjam pemeriksa maks 1
Pemenuhan bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman
Pinjaman disampaikan
............................................................................................................. -
1
bulan
Tidak atgu haf‘ya Diserahkan
sebagian saja seluruhnva
yang diserahkan y
_ N
[ Surat Permintaan |
: Peminjaman Buku, :
j  Cat, Dokumen _ - 5
. . ' Dilampiri dengan Daftar buku, cat,
I disampaikan ke | - I
I WP 1 | &dokumen yg belum dipinjamkan |
M e /l TTTTTT ST ST BA Tidak Dipenuhinya Berita Acara Pemenuhan
Permintaan Peminjaman Seluruh Peminjaman Buku,
l Buku, Cat, Dokumen Catatan, dan Dokumen
l/’ —————————————————————————————————— \‘
: Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian 1 Dilampiri dengan Daftar
1 dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasar ‘ buku, Cat’gf‘(.jo.kumen E
. } { belum dipinjamkan
: bukti yang kompeten yang cukup dan standar pemeriksaan i \
] @PajakMania




Jangka
Waktu

Pengujian
Pemeriksaan Lapangan

SPHP

tanggapan
\

Perpanjangan
3 harji kerja

7 hari kerja

| undangan undangan
| |4

T ¥ | -

3 hari kerja

3 hari kerja

S v
esVssussensns o 17 oubinedtelal o .,
BA tidak :
ada BA
tanggapan :: Ketidakhadiran
tertulis ;i
«i

-
--------------

;' Pembahasan

Akhir

Risalah

3h

..n)

ari

Tim Quality
Assurance

Risalah

3 hari

(panggilan
menandatangani

S
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Workflow Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance

WP MENGAIJUKAN
PEMBAHASAN

DENGAN TIM QUALITY
ASSURANCE

RISALAH

MASIH
TERDAPAT

PERBEDAAN
PENDAPAT

WP TIDAK
MENGAIJUKAN
PEMBAHASAN

DENGAN TIM QUALITY
ASSURANCE

Pembahasan Dengan
Tim Quality Assurance

R'sa'ah. - BA Pembahasan
Akhir Hasil

Pemeriksaan

BA Pembahasan Ditandatangani pemeriksa dan
Akhir Hasil wp
Pemeriksaan

WP Menolak menandatangani

v

Membuat catatan penolakan
dalam BA Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan




Skema Respon Atas SPHP

[ e ———

Lembar
Pernyataan
Persetujuan

Hasil
Secara Pemeriksaan

Secara — langsung /faksimili

langsung/faksimili dite;:,r::nya
> wp ~p  langEapan

tertulis Setuju

7 hari kerja

o

r -
T / Menolaskpll\::nenma

Koreksi . . > Perpanjangan
( . ; ‘
WP ttd Surat Pemberitahuan 3 HARI KERJA
Pernyataan Perpanjangan
Penolakan

A Surat
Menerima SPHP
\_ J Sanggahan

— -
T "
\/ Tidak
menyampaikan
Menolak lagi tanggapan

BA Pernyataan BA Tidak
Penolakan disampaikannya
Menerima SPHP tanggapan tertulis
atas SPHP

K
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Pengungkapan Ketidakbenaran
Pengisian SPT Selama Pemeriksaan

Dirjen Wajib Pen;z;;k;aan SKP
Pengungkapan

Ketidakbenaran

Pemeriksaan Pengisian SPT

Syarat: Ditandatangani WP

penghitungan
Kesadaran sendiri kekurangan pajak

- dalam format SPT : :
Laporan tertulis dikreditkan

SSP Kurang Bayar

SSP kenaikan
sebesar 50%

Sepanjang SPHP belum
disampaikan

Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tidak mengakibatkan kekurangan
pembayaran pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak

Catatan untuk SPT Masa PPN:

PM yg tidak dilaporkan dalam SPT =» tidak dapat diperhitungkan dalam
pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

~

Pttt
-

Y
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Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
terbuka apabila:

1 Ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang
perpajakan

2 Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan
dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan
penghasilan kena pajak secara jabatan

Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti
Permulaan secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak tersebut

Pasal 63 PMK-17/PMK.03/2013




Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

(Bukper Terbuka)

WP meninggal dunia

Pemeriksaan
dilanjutkan

Tidak ditemukan
Tidak Dilanjutkan R s ason
idikan
EeoY: Penerbitan SKP
Ps 13A UU KUP
LHP SUMIR
Pengungkapan
ketidakbenaran
Ps 8(3) KUP
Tidak Dilanjutkan <
\ 4
N Penuntutanl Karena Ps 448 UU KUP  *+=+- LHP SUMIR
penyidikan
. Terdapat putusan pengadilan 3
;emen‘kj::;n Dilanjutkan Yang berkekuatan hukum tetap.... Pemeriksaan
ftangg n Penuntutan o Dan salinan putusan dilanjutkan
sudah diterima DJP

membuat laporan kemajuan
Pemenksaan \
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Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

(Bukper Tertutup)

Dilanjutkan
Penuntutan
A
Dilakukan
Pemeriksaan
Bukper Tertutup dan
Dilanjutkan dengan
penyidikan
v
Tidak Dilanjutkan
Penuntutan
Pemeriksaan
ditangguhkan
membuat laporan kemajuan
Pemeriksaan

Karena Ps 44A UU KUP

Terdapat putusan pengadilan

Yang berkekuatan hukum tetap

Dan salinan putusan
sudah diterima DJP

Karena Ps 44B UU KUP

—_—

Pemeriksaan

dilanjutkan

LHP SUMIR

i
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Tindak Lanjut Pemeriksaan Yang Ditangguhkan

Pemeriksaan yang dilanjutkan - P Pemeriksaan yang dihentikan
- Jangka waktu pengujian/ perpanjangan | pemeriksa Pajak harus menyampaikan surat
‘pengujian diperpanjang untuk jangka waktu: | pemberitahuan penghentian Pemeriksaan
paling lama 4 (bulan) bulan ,’ 1\ kepada Wajib Pajak

Pemeriksaan yang dihentikan, masih dapat dilakukan kembali apabila terdapat data selain yang
diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP atau Pasal 44B Undang Undang KUP

@PajakMania



Permohonan Restitusi Pajak

Pola restitusi menurut UU KUP dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

Pasal 17 ayat (1)

Permohonan restitusi
diajukan setelah diterbitkan
SKPLB. Permohonan
dilakukan melalui suatu
surat tersendiri.

Y
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Pasal 17 ayat (2)

Permohonan restitusi
diajukan apabila terdapat
pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang.

Permohonan dilakukan
melalui suatu surat
tersendiri.

Pasal 17B

Permohonan restitusi
diajukan sebelum
diterbitkan SKPLB.

Permohonan dilakukan
dengan cara mengisi kolom
isian restitusi dalam SPT
atau dengan melampirkan
surat permohonan
tersendiri di SPT yang
disampaikan.

Pasal 17C/17D

Permohonan restitusi
diajukan sebelum dan tidak
terkait dengan penerbitan
SKPLB. Permohonan
dilakukan dengan cara
mengisi kolom isian restitusi
dalam SPT atau dengan
melampirkan surat
permohonan tersendiri di
SPT yang disampaikan.
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17 B

Permohonan Restitusi
Berdasarkan Pasal 17B UU KUP

& Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan Lebih Bayar disertai
dengan permohonan restitusi. Permohonan dapat dilakukan Wajib Pajak
dengan cara mengisi kolom yang tersedia di SPT, atau melalui surat
tersendiri yang dilampirkan di SPT. Setelah melakukan pemeriksaan
Dirjen Pajak harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12
bulan sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

% Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan
atas permohonan ini dapat berupa SKPKB, SKPN, ataupun SKPLB,
tergantung dari fakta material yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

| Atas permohonan Wajib Pajak, paling lambat dalam jangka waktu 12

P bulan Dirjen Pajak sudah harus memberikan suatu keputusan.
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17 C/D

Permohonan Restitusi
Berdasarkan Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP

Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu. SKPPKP diterbitkan bagi Wajib Pajak yang
memenuhi persyaratan tertentu. SKPPKP tersebut harus diterbitkan paling
lama :

= 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan
= 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai
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17 C

Wajib Pajak Kriteria Tertentu
(Pasal 17C)

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.




@PajakMania

17D

Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
(Pasal 17D)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:

= Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan
bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi;

= Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih
bayar paling banyak Rp 100.000.000,00;

= Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi
dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00; atau

= PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah
lebih bayar paling banyak Rp 1.000.000.000,00.




Surat Ketetapan Pajak
(SKP)

Surat Ketetapan Surat Ketetapan Surat Ketetapan Surat'Kete.ta-pan
Pajak Kurang Pajak Kurang Pajak Lebih Bayar Pajak Nihil
Bayar Bayar Tambahan

@PajakMania



Penerbitan
SKPKB

Y
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Pasal 14 PP Nomor 74 Tahun 2012 jo. PMK Nomor
145/PMK.03/2012 stdtd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015
menjelaskan bahwa penerbitan SKPKB dilakukan berdasarkan:

1. Hasil Pemeriksaan terhadap:

* Surat Pemberitahuan;

* Kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) UU KUP, dan setelah ditegur secara
tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

* Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara; atau

» keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP

2. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan
perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13A UU KUP
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Menurut Pasal 18 PP Nomor 74 Tahun 2011 jo. PMK Nomor
145/PMK.03/2012 stdtd. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 diatur bahwa Dirjen
Pajak berwenang menerbitkan SKPLB dalam hal berdasarkan:

1. hasil penelitian kebenaran pembayaran pajak terhadap permohonan
pengembalian kelebihan pajak yang  seharusnya tidak terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP terdapat
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau

2. hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah
kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) UU KUP; atau

3. hasil Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan ~
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP
terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih
besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Penerbitan

SKPLB




Su Keteta pan Pajak
Nihil
(SKPN)

@P

SKPN diterbitkan apabila:

a. Untuk PPh, apabila jumlah kredit pajak sama

dengan pajak yang terutang atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

b. Untuk PPN, apabila jumlah kredit pajak sama

dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

c. Untuk PPnBM, apabila jumlah pajak yang

dibayar sama dengan jumlah pajak yang
terutang atau pajak tidak terutang dan tidak
ada pembayaran pajak.

ajakMania



Ditemukan data baru yg mengakibatkan "
penambahan jumlah pajak terutang
setelah pemeriksaan dalam rangka

Y
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penerbitan SKPKBT E S K P K B T

P

B

-~ dalam jangka waktu 5 thn | setelah lewat waktu 5 thn

Sanksi Administrasi Kenaikan
Sebesar 100% dari Pajak yg
kurang dibayar

Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT)

Dipidana karena melakukan
Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan / lainnya yg

dapat menimbulkan
kerugian pd pendapatan

Sanksi Administrasi Bunga
sebesar 48% dari Pajak
yang Kurang dibayar
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DATA BARU

(Penjelasan Pasal 15 UU KUP)

Data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

1. Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan
beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

2. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak
tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain
secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan
fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah
pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan
atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila
memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa
sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak
yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan
kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data
yang semula belum terungkap.



What We Do ?

01

02
03

Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

. . Pembuktian dan
Tindakan Preventif 04 Argumentasi
Persiapan Dokumen (05 Pembahasan Akhir

06 Langkah Hukum
Selanjutnya

Komunikasi
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Tindakan Preventif

Pada umumnya sesuai dengan peraturan perpajakan,
pemeriksaan pajak dapat terjadi pada saat Wajib Pajak
melakukan restitusi baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan/atau Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 yang
menunjukkan Pajak Lebih Bayar.

Didalam perpajakan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan
tindakan preventif dalam artian melakukan tindakan
agar dapat mencegah terjadinya pemeriksaan pajak.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan berupa memenuhi
dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik berupa
pemotongan dan/atau pemungutan untuk pajak
penghasilan (PPh ) dan pajak pertambahan nilai (PPN)
sesual dengan peraturan yang berlaku.




Didalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan mengirimkan
SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) disertai dengan Surat Permintaan
Data/Dokumen.

Biasanya dokumen yang diminta adalah :

Laporan keuangan

Audit report (jika ada)

Rekening koran Perusahaan

Akta pendirian Perusahaan

SPT Tahunan dan Bulanan, dan

Dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama masa/tahun
terjadinya proses pemeriksaan pajak.

File softcopy yang diminta sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa
Pajak

Sl

~

Persiapan Dokumen

Didalam setiap melakukan penyerahan dokumen/data ke tim pemeriksa
perlu dibuatkan tanda terima agar nanti saat pemeriksaan pajak telah
selesai, Wajib Pajak dapat mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja
yvang sudah diberikan ke Tim Pemeriksa Pajak di KPP.

Y
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01

02
03
04
05
06
07

Persiapan Pemeriksaan PPh Badan

Sinkronisasi data-data laporan keuangan dan SPT

Kelengkapan kertas kerja penyusunan SPT

Ketersediaan data-data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal dalam bentuk soft copy

Kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi (invoice, kontrak, berita acara)

Kepastian validitas (formal dan material) bukti-bukti perpajakan (SSP, bukti potong, faktur pajak)

Ketersediaan hasil review kontrak dan transaksi yang terkait hubungan istimewa

Ketersediaan hasil identifikasi dan kelengkapan peraturan pajak untuk transaksi grey area

@PajakMania
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Persiapan Pemeriksaan PPN

01 Review data penjualan & penghasilan lainnya dan penyerahan terutang & tidak terutang PPN

02 Review validitas Faktur Pajak Keluaran sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan penerbitan Faktur
Pajak Pengganti

03 Review validitas Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan perbaikan oleh
vendor/pembebanan sebagai biaya

04 Konfirmasi pelaporan Faktur Pajak Masukan kepada vendor; bila meragukan, diusahakan meminta copy
Formulir 1107A/1111 A2 dan bukti pelaporan SPT

05 Review Faktur Pajak Masukan yang diindikasikan sebagai Faktur Pajak Fiktif -> dapat memanfaatkan
informasi dari AR

06 Dokumentasi tersendiri bukti transaksi berkaitan dengan ekspor (PEB, Wesel Ekspor, B/L, L/C),
penyerahan ke pemungut (Invoice, FP Keluaran, SPK, SSP Lembar ke 1), penyerahan biasa (Invoice, FP
Keluaran, DO, kontrak kerja)

(07  Dokumentasi tersendiri SSP PPN JLN dan SSP PPh Pasal 26 terkait

08 Review validitas terkait pengisian SSP PPN JLN




Komunikasi

Didalam proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan
Tim Pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya
berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan
vang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, komunikasi dapat

berupa telepon, chat, email atau Wajib Pajak diminta

datang ke KPP untuk memberikan penjelasan secara
langsung.
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Setiap temuan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh Tim
Pemeriksa kepada Wajib Pajak harus disertai dengan bukti-bukti.
Bukti ini dapat berupa :

* bukti transaksi

* bukti korespondensi dengan pihak lain, ataupun

* bukti berupa Analisa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Setelah bukti-bukti terkumpul selanjutnya Wajib Pajak dapat
memberikan argumen yang sesuai dan disampaikan kepada Tim
Pemeriksa Pajak.

Pembuktian dan Tim Pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaan pajak
Argumentasi berupa SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Wajib
Pajak diberikan waktu 7 hari kerja sejak tanggal SPHP diterima
oleh Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan atas SPHP
tersebut. Tanggapan atas koreksi pajak yang dilakukan oleh Tim
Pemeriksa harus disertai dengan pembuktian dokumen.

o -
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Pembahasan Akhir

Setelah tanggapan SPHP diberikan kepada KPP, selanjutnya
adalah proses pembahasan akhir (closing) dimana pihak Tim

Pemeriksa akan mengundang Direktur atau Kuasa untuk

melakukan pembahasan akhir terkait dengan koreksi pajak saat
pemeriksaan.

Apabila didalam proses pembahasan akhir ditemukan
persetujuan atas koreksi pemeriksaan antara Tim Pemeriksa
dengan Wajib Pajak, maka hasil koreksi yang disetujui tersebut
akan dicantumkan dalam Laporan Hasil Pembahasan

Akhir Pemeriksaan.

Selanjutnya Pihak KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
vang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Kadang atas koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak
belum disetujui oleh Wajib Pajak dan koreksi tersebut tidak
selesai dalam proses pemeriksaan pajak, Maka setelah proses
pemeriksaan pajak selesai, Wajib Pajak dapat melakukan upaya

hukum selanjutnya. -




Langkah Hukum
Selanjutnya

Setela
Wajib
Keteta

upaya

n proses pemeriksaan selesai dan
Pajak telah menerima Surat

nan Pajak dari pihak KPP, maka
hukum selanjutnya yang dapat

dilakukan oleh Wajib Pajak adalah
melakukan proses Keberatan Pajak.

Surat Keberatan Pajak dapat dibuat paling
lambat 3 bulan sejak Surat Ketetapan
Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan
disampaikan ke pihak KPP tempat Wajib
Pajak terdaftar.



% Apa itu Ekualisasi?

Secara terminologi, ekualisasi berasal dari kata equal yang bisa diartikan
sebagai proses untuk mencari kesamaan. Secara sederhana, ekualisasi
merupakan suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak
dengan jenis pajak lainnya, atau dengan pembukuan, yang memiliki
keterhubungan.

Jadi, ekualisasi adalah proses menyamakan/mengecek antara
Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan
Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan
ke kantor pajak.

Fungsi ekualisasi adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam
penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

Ekualisasi Objek Pajak juga biasa dilakukan oleh Pemeriksa Eksternal,

khususnya Pemeriksa Pajak. Namun kegiatan ini perlu juga dipahami oleh

Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada

pertanyaan dari pemeriksa pajak, baik ketika dilakukan pemeriksaan, mauniin

ketika diterbitkan SP2DK. N
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;||I Tujuan dan Dasar Hukum Ekualisasi

=>» Tujuan Ekualisasi

Agar Wajib Pajak dapat mempersiapkan diri apabila terdapat pengawasan atau
pemeriksaan dari Kantor Pajak. Selain itu Wajib Pajak juga dapat terhindar dari
koreksi saat pemeriksaan pajak berlangsung.

Sedangkan, dari sisi Wajib Pajak sendiri ekualisasi pajak adalah bentuk
preventif untuk menghadapi sengketa pajak; dan juga dapat menjadi petunjuk
Wajib Pajak bahwa kewajiban kepatuhan perpajakannya sudah dilakukan

dengan tepat. Walaupun terdapat selisih, selisih tersebut dapat dijelaskan
dengan wajar.

Dasar hukum ekualisasi pajak tertuang pada Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan
dalam Rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban

Perpajakan dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-15/PJ/2018
tentang Kebijakan Pemeriksaan.




Contoh |l

Dalam hal pemeriksaan dilakukan atas SPT Masa PPN dengan risiko terdapat penyerahan Barang
Kena Pajak (BKP) yang belum sebenarnya dilaporkan, maka sesuai dengan Teknik Pemeriksaan
minimal yang harus dilakukan, Pemeriksa Pajak harus meminta Wajib Pajak membawa dokumen
terkait seluruh penyerahan BKP, seluruh Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan pada masa pajak
yang diperiksa dan/atau seluruh rekening koran Wajib Pajak untuk dapat dilakukan pengujian
penelusuran bukti dan dokumen terkait dengan peredaran usaha yang terjadi pada masa pajak

yang diperiksa untuk dapat dilakukan pengujian EKUSliSasiiataurTekonsiliasi antara peredaran

usaha dengan penyerahan BKP.
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Dasar Hukum: Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor SE-15/PJ/2018

P,

Data yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut tidak dianggap
sebagai keterangan lain berupa data konkret sehingga tidak dapat
diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan
keterangan lain berupa data konkret. Contohnya adalah hasil
ekualisasi Pajak Keluaran PPN dengan peredaran usaha PPh atau hasil
penilaian. Atas data yang memerlukan pengujian lebih lanjut tersebut
agar dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan potensi pajak
terutang.




Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (PotPut)

AKUNTANSI

\ 4

* Biaya Pegawai
e Sewa Tanah
e Biaya Sewa Tanah

Bangunan/Konstruksi dll

PAJAK

\ 4

« DPP PPh Pasal 21
* DPP PPh Pasal 23/26
DPP PPh Pasal 4 Ayat 2




Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN & Kredit Pajak

AKUNTANSI PAJAK
* Penghasilan Bruto  Penyerahan Barang & Jasa
 Omset e Kredit Pajak Dalam Negeri

e Peredaran Usaha




Ekualisasi Pajak
Terbagi menjadi 5

Wwh =

Ekualisasi Biaya Pegawai

Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga
Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa
Luar Negeri

Ekualisasi Penghasilan dan Kredit
Pajak

Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN



Ekualisasi PPh Pasal 21 didasarkan pada pengakuan
jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan
laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-I1

1. Ekualisasi Biaya Pegawai

SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II | BUKA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan i
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau g
Pasal 26

Aarec

N
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| |nim
FORMULIR 1721

barcode

|
i 1 771 " LAMPIRAN - 1I ‘
‘g‘ = SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 20021
©
© KEMENTERIAN KEUANGAN RI PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK USAHA SECARA KOMERSIAL
=
=
i PERIODE PEMBUKUAN E E sd.
NO PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
(Rupiah) {Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
i @ @ @ ) ©)=(3)+ (4)+ (5
1 |PEMBELIAN BAHAN/BARANG o o o °
2 | IONORARIUM, THR DSB. " 0 0 E °
T BIAVA TRANGPORTAS 0 ) 0 0
BIAYA PENYUSUTAN DAN
4 |AMORTISASI 9 2 2 2
5 [BIAYA SEWA o 0 0 0
6 [BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0

MASA PAJAK : Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT
- vy 12 3 2028 x| e T oL retvossy
_}_]NORMAL l__ PEMBETULANKE-
A. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP
2 NAMA
3. ALAMAT
4. NO. TELEPON
B. OBJEK PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN i ¢ UML’;';F}'C‘J'?;":S“N é‘f;‘g{’é‘,‘@ﬁ‘:
) 2) ) 5 )
1. | PEGAWAI TETAP 21-100-01 | 0 0
2. | PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 0 0 0
3. | PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03 0 0 0
4 BUKAN PEGAWAI
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM) 21-100-04 0 0 0
4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05 0 0 0
dc. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06 0 0 0
4d. TENAGAAHL 21-100-07 [ 0 0 0
de WNG MENE RIMA IMBALAN YANG BE RSIFAT 21-100-08 | 0 0 0
af, QUGN PEGANA VANG UENERAMAIDALAN YANG TIOKK DEFS AT 21-10009 0 0 0
5. | MieoomonmuvaS o e e W JOMK 2110010 | 0 0 0
8 '\L';\[‘!:.:»:):‘ff\:»'/k YANG MENERIMA JASA PRODUIKSI TANTIEM, BONUS ATAU 21-100-11 0 0 O
7. | PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN [ 21-100-12 | 0 0 0
8. | PESERTAKEGIATAN 21100413 0 0 0
9 zv::«:iuit\-’w.lﬂ,t.\ YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAX PINAL 21-100-99 | 0 0 0
10. PEMBER] ASAPESERTA KEGITANPENERMA PENSIUN BERKALA 27.1(](}.Q-Q 0 0
11, [ JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 50. 10) | 0 0 [
T T R T T R T D T —TT
12. | STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) 0




-

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 21

dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan

antara lain:

« Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti
JHT/THT, natura/kenikmatan

e Perbedaan tahun pengakuan biaya dan
pemotongan

« Keterlambatan pemotongan (berbeda
tahun pembebanan/pembayaran dan
pemotongan)

e Selisih kurs pencatatan pada pembukuan

\&

dan pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

\

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan

XXXXXXXX

»Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26

Januari

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Desember

XXXXXXXX

Total penghasilan bruto

XXXXXXXX

Selisih

XXXXXXXX

Natura, kenikmatan

XXXXXXXX

JHT

XXXXXXXX

Selisih kurs

XXXXXXXX

Total

XXXXXXXX

S
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2 Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga

Ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 (SPT dan Bukti Potong) didasarkan
pada pengakuan jumlah biaya pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II

dan Form 1771-1V SPT Tahunan PPh Badan.

[ vowerani || 80K

LAMPIRAN - Il
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJJIB PAJAK BADAN

1771- 11

KEMENTERIAN <EUANGAN 21
DIRFKTORAT IFRDFRA. PA KK

FORMULIR I

FPERINCIAN HARGA POKOK FENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DAR| LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

A _ M RITRRIE _

B e EE

PZRICDE 2EMEUKUAN

IDENTITAS

PERINGIAN HARGA PCKUK “LRJUALAN RIAYA LISAHA | AINNYA RIAYA DARI L IAR UISA4A

tRupan) {Rupsh (R-pieh)

3) 41 15) (@

PTMACTIAN NATTANNA ARG o P 3
DAGANGAN
(GAJIL, UFAH, BORUS, GIA 1 IRAS] 5 o 5
HONORARILM THR. DSB
BIAYA TRANSPORTAS| D] 0 0
BIATA FENYUSUTAN DAN 5 = 5
AMORTISASI
BlaYA SEV/A o 0 0
BIAYA ELNGA PINJAMAN 0 P o
BIATA SEHUBUNGAN DENGAN JASA ] 0 o
BIAYA FIUTANG TAK TERTAGH o 0 o
BIAYA ROYALTI 0 0 o
BIAYA PEMASARAN /PROMCS ] 0 o
BlAYA LAINYA 2 0 o
PERSEDIAAN AWAL o 0 o
PZREEDIAAN AKHIR (<) o 0 o
LUMLAH * €D, 12 DIKJRANC 13 o 0 0

FORMULIR

! |

1771 - IV

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2|10/2|1

KEMENTERIAN KE JANGAN R
DIREKTORAT JENDERA_ PAJAK

FFh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASLUK OR.JFK PAJAK

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP
NAMA WALIE PAJAK,

FERJODE PEMBUKUAN

FIE—

= 1]

BAGIAN A

Pph FINAL

NO

JENIS PENGHASILAN

CASAR PENGENAAN PAJAK

\Pupah)

TARF
1%:)

PPH TERUTANG
(Rupich}

(2)

3

()

5

[BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SEI! SBN

[BUNGA / CISKON™0 OBLIGASI

[BURSA EFEK

[PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG JIFERCAGANGKAN DI

o |olo

[VENTJRA

[PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN DDA

[PENGHASILAN USAHA PENVALLF { DEALER / AGEN PRODUK BBW

[PENSHASILAN PENGALIHAN Ha< ATAS TANAH / BANGLNAN

[PENSHASI AN PERSEVWAAN ATAS TANAH ( BANGINAN

o|jolo] o

o|leo|e

IMBALAN JAEA KONSTRUKSI

[PELAKSANZ <CNSTRUKSI

[PERZNZANA KONSTRUKEL

[PENCAWAS KONSTRUKEIL

[PERWAKILAN DAGANG AIING

PRI AYARAN  PFNFRBANGAN ASING

[FPELAYARAN DA _AM NEGER]

ola|eole|le|lofl

[PENILAIAN KEIMSALIAKTIVA  EITAK

[ TRANSAKSI DERIVATIF YANG
DIPERUAGANGKAN DI BURSA

Cclclo|o|oo|o|o

JunNLAH

A, JEHES FENGHASILAN LAINNY A

\Rupah;

1%)

(Rugizh)

N
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FORMULIR I

1771- 1l

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJJIB PAJAK BADAN

I LAMPIRAN | J BUKA

LAMPIRAN - I

KEMENTERIAN <EUANGAN 21
DIREKTORAT IFRDERA . PA KK

FERINCIAN HARGA POKOK FENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DAR| LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS

hIPWI!

PZRICDE *EMEUKUAN |

NAMA VAR P2

.IA"F ' _

NO PERINCIAN HARGA PCKUK “LNJUALAN RIAYA LISAHA | AINNYA RIAYA DARILIAR LSAHA
(Rupaiy {Ruprahy (R_pichy
3 4 15] (@

4 |PTMRACTIAN RAHANRAYANG ;

I bacencan o Y Y

2 |GAJL UFAH, ECRUS, GRA 17 IKAGI, 5 o 5

HONORARILM THR. DSB
3 [BIAYA TRANSPORTASI b 0 0
BIATA FENYUSUTAN DAN

4 avorisAs! & 2 2

5 |BIAYA SEWA 0 0 0

6 |BIAYA ELNGA PINJAMAN 0 0 0

7 [BIAYA SEHUBUNGAN DENGAM JASA 0 0 0

8 |BIAYA FIUTANG TAK TERTAGH b 0 0

9 [BIAYA RDYALTI b 0 0

10 |BIAYA PERMASARAN PROMCE i} 0 (0

1" |BIAYA LAINYA ] 0 0

12 |PERSEDIAAN AWAL () 0 0

13 |[PEREEDIAAN AKHIR (<= h) 0 0

14 [JUMLAH * €D, 12 DIKJRANC] 13 0 0 0

Biaya sehubungan dengan jasa, dibandingkan dengan

SPT Masa Unifikasi, apakah sudah dipotong sesuai

dengan ketentuan.

C. FORMAT SPT MASA PPh UNIFIKASI
1. Format Induk SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik

o e
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
3 Formulir ini digunakan untuk melapork
m"E N 'RAEMT J'E:ED‘E’W_"W,,"”";: P PPh Pasal 4 Ayat 2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, meut':;i;’:,“” G

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26

Masa Pajak (mm-yyyy)  HA

LI J-LT0d]

HJDSPT Normal H3 D SPT Pembetulan Ke- ___ H.4

Bacalah petunjuk pengisisn sebelum mengiel formulir ini

A, IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PPh

A1 NPWP

A2 NAMA

A3 ALAMAT

A4 NO.TELEPON

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

1 PASAL 4 AYAT (2)

PASAL 15

[JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI

PASAL 26

PASAL 23

PASAL £ AYAT (2)

o | ~| | o| & ﬁllu ~N
3

PASAL 15

9 | JUMLAH YANG DIPOTONGDIPUNGUT

I REKAPITULASE PPh iswr 30 0SS S B o s T oW

10 | JUMLAH TOTAL PPh

11 | JUMLAH TOTAL PPh YANG DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN

12 | JUMLAH PPh YANG KURANG [LEBTH) DISETOR KARENA PEMBETULAN

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

c2 [] KuASA WAJIB PAJAK
C3 NAMA

€1 [] wauIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS. DLL)

ca taneeaL: [ [ | [T ] [T T [ [ |ddmmyyyy
C5  PERNYATAAN WAUIB PAJAK
Dengan y ya akan segala akib kst-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

beriaku, saya mnnyxtakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda

tangan basah pada SPT ini.
—_—



[+ 4 1 771 IV LAMPIRAN - IV §
=
- <
g SPT TAHUNAN FAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN a —_— w— ) p——
[+ 4 5 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA
o KEMENTERIAN KE JANGAN R = DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I Rexromar Jenos=a. pase | PPN FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | < KANTOR PELAYANAN PAJAX
KPP Jakarta Pusat
w
< NPWP
E
- NAMA NAJIH PAJAK :
5 BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
a FERIODE PEMBUKUAN {, |2. sd. |12 E ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
BAGIAN A Pph FINAL Nomor : 0001/VIIIXX/PPH42
JENES PENGHASILAN CASAR FENGEMNAAN PA AR A FFH TEF_UTANE
1Pupah) (Rupich)
(2) &) 5
BUNGA DEPOSITO ( TABUNGAN DAN DISKONTO GBI 58N NPWP ol2]-[o]4]s s[afs]-[1]-[2]1]s] - [e]o]o
BUNGA / CISKON™0 OBLIGAS! Nama PIT| |R Flr n|TIE|RIN]E|T
DENGHASILAN PENJUALNN SAHAM YANG DIFERCAGANGEAN DI Alamat JL » HiL[A|[w|A njof1|2]o0
BURSA EFEK k
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN IADDA_ Lokasi Tanah dan - |PJO|N|D K 1|u|DJAIH KJAjPIUIK J
VENTJRA atau Bangunan l
PENGHASILAN USAHA PENVALLF { DEALER / AGEN PRODUK BB
PENSHASILAN PENGALIHAN ~a< ATAS TANAH / BANGLNAN
PENSHASH AN PERSPWAAN ATAS TANAM { BANGIHINAN " Jumiah Bruto Nilai Sewa Tart PPh yang Dipotong
IMBALAN JASA KONSTRUKSL (Rp) (%) (Rp)
PELAKSANA <ONSTRUKSI 0 0 (1) 2) 3)
PERZNSANA KONSTRUKEL 0 0 76.000.000 10.00 7.600.000
PENCAWAE KONSTRUKEI 0 0
Terdilang:  Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0
PRI AYARAN ' PFNFRRBANGAN ASING 0 n
ELATARAN D& _AM NEGERD 0 0
PENILAIAN KEMSALLAKITIVA ETAF (¥ [
Jakarta Pusat, 23 Agustus 2020
TRANSAKSI DERIVATIF YaNG o 0
DIPERUAGANGKAN DI BURSA, Pemotong Pajak
0

‘A JEMES FENGHASILAN LAINNY A

1Rupah; 1%%) (Rugish)

Penghasilan yang bersifat final, dibandingkan dengan Bukti Potong PPh Final yang
didapatkan, apakah sudah sesuai dengan Bukti Potong yang didapatkan.

N
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Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 23/26, Contoh kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 15 Biaya imbalan jasa, sewa, bunga,& royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan | xx000KXX
PPh Badan

dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan | peygnasiian bruto cim SPT Masa PPh Pasal 23126, 4 Ayat (2), 15

antara lain: Januarl. XXXKXXXX |

XOOOXXXXX

e Biaya jasa, sewa, bunga & royalti, dividen | Desember | xxoo00x |

Total penghasilan bruto XXXXXXXX

bukan objek PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2) ' Selisih | [ —

Pembelian matenal | 00000

seperti pembelian material, pembayaran

. Pembayaran gaji pegawai outsourcing | XXXXKXXX |
gaji pegawai outsourcing, ketentuan Tax | Bukan objek cfm. Tax Treaty | o000 |

Selisih kurs | X000000x

Treaty

Total | | XXXXXXXX |
e Keterlambatan pemotongan (perbedaan

tahun pemotongan)
e Selisih kurs pencatatan pada pembukuan &

pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).
QY
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N ' 3. Ekualisasi PPh Pasal 26 dengan PPN Jasa Luar Negeri

@PajakMania

[

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA | [
PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721

PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk melaporkan

Pemotongan FPajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pagal 26

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

[ ] [ ] [ ]
Iy Facalah patunjuk pengizian sahalum meagki farmulie ink LA LENDAR 507
Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri m—— [ o e
A. DENTITAS PCMOTONG
didasarkan pada perbandingan jumlah penghasilan
P P gan j peng
3 ALAMAY
[ N ] [ ] [ ] [ ]
wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dan Form e
B. ORJEK PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN ol [ . ! U’“‘;,';f,i’;‘,‘;;;ﬁ'—"" ;_',‘,’;',\,;:\_“N?’:‘K
1111 B1 SPT Masa PPN. N E— T : :
2 PENERIMA PENS UN BERKALA 21-10002 0 0 0
3 ] %’EISA&'-‘AI TDAK TETAP ATAU TENAGA KERJALEPAS 721»!!30133 | 0 U g 0
4 RBLIKAN FFGAWAL
4a. DSTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING 'MLM 21-10004 0 0 D
4b. PZTUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05 4] 4] U
FORMULIR 1111 B1 dc. PCNIAJA DARANG DAGANGAN 21-100006 0 0 0
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN (Bila ek ade trensaksi iiak perigidiainpkican) -] i TENAGAANL) 210007 0 0 2
s AN FE‘;Z:\'\VH::!.H?\"\r:‘:).nl\"-,\L‘.‘. VANG BERSIFAT 2410008 0 0 D
NAMAPRE - Ao v 2 .17} - 3 ¥
Ty {mm-mm-yyyy) it AL WO TION 21-10009 0 Y -
NPEWP o s '
NP Pembetilan Ke @ 0 ( nol ) = IR = B 5
Nama Penjuzl BKPY Dokumen Tertentu DPP PPN PPnBM 8. |saan : I [2won | O 0 D
NO ‘KSKP h:?‘( Ui'wl_l.lﬂ.' TE a‘ ’R . hu ,R ¥ h ’R -_hl Keterangan 7 MCCAWAL YANG MELAKUKAN MONATIKAN DANANCNGIUN 21-10012 0 0 0
Fomberi JKP Nomor [ Tamgaa {Rupiah) {Rupiah) (Rugiah} e :
. 100 8 PESERTA KEGIATAN 2110013 0 0 0
JUMLAH B1> e s e = =
10. | o % | 27-10099 n 0 ‘l
n ;uﬂun-»:u.-_-.;.m. AUAAI DL, W) . 4] 4] J
i H:NUﬁI IL{Mjﬁﬁ PFh P\bl\Lzl L)AMA!ITU PASA{ Z§ Y"N? "',U,KA,"(,j (LEEIH) rMb&t 'PH, U!V&L)\H \Kp)
12 STP PPh PASAL 21 NAN/ATAL PASAL 26 (HANYAPOKOK PALAK) 3




Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 26 &
PPN Jasa Luar Negeri dimungkinkan terjadi
selisih yang disebabkan antara lain:

1. Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal
26 berdasarkan Tax Treaty : penyerahan
jasa tidak melalui Bentuk Usaha Tetap
(BUT) — PPN, non PPh

2. Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek
PPN : bunga dan dividen. — PPh, non PPN

3. Selisih kurs pemotongan PPh dan
penyetoran PPN.

| DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN

Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26

Selisih

Januar

Desember

Total penghasilan bruto

Penyerahan jasa tidak melalu BUT
Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen)
Selisih kurs

Total

XAXXXXXX

XOOXXXXXX

XOOUXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XAXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXXXX

XOOXXXXX

XXXXXXXX
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Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-1 SPT
Tahunan PPh Badan dan jumlah DPP Kredit Pajak pada form 1771-1l1l SPT Tahunan PPh Badan.

i

1771 - |

LAMPIRAN -1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

FKEMENTERIAN KEUANGAN R
DREKTORAT JENQERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHA SILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2|10

LAMPIRAN - il

SPTTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PRJAK BADAN

L L L
ke TORn T SDiine no

17714
¢

KREDT PAJAK DALAM N EDER

TAHUN PRaa

2

02

0

Y
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)l R ] - - : & T —— " : - ~ T =T
8| vewe  BEICTRI TR E) CTEETT] s st pas - [T Tee e T FEEE AT FERETEERELTTT]
| nPwpP .
E 2| PERICOE PEMBUCLAN [a]efafe] « []:]2fe]
§ FIANLA WA IS PAJAK 5
...... — il s S s e i el e ey VEIRR, PETORRS LAN
PERIODE PEMBUKUAN 54 - FERADTONG | PENUNGUT PAK CREX FEMOTONGAN | PEMUNCUTAN VANG DIPOTCRG / DIPUNGLT
= TP T FENC RSN RO RUPH PP RAUAT
HNO UIRALAN RUPLAH 1
1) (@ ()
1 PENGHASILAN NETO KOMER SWAL DALAM MEGER! ;
a  PEREDARAN USAHA R | — T ]
i . 1b Catulan
b HARGA PORDK PEMIUALAN - i | dhangies Fincales i Bl Pamciingid | Pasiungulis P
©  BLAYA USAMHA LAjNIYA e Piocahhan hasd grpumiaran P9 Paaa 22 PPN Pasa 23 S PR Pasal 28 Koteen (35 ba Formule 1779 b C Anguafla
g PENGHASILAN NETODARI USAHA [ 13- 10 - 1¢) l
€. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA :
 BIAYA DARI LUAR USAHA "
g PENGHASILAN NETODARI LUAR USAMA ( 1e - 11) "9 |



SELISIH???

(Ekualisasi Penghasilan dan Kredit Pajak)

Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan
DPP Kredit Pajak dimungkinkan terjadi selisih
yang antara lain:

0 Penghasilan luar usaha yang merupakan Objek WHT

Beda waktu pengakuan Peredaran Usaha dengan
Penerbitkan Bukti Potong karena waktu pembayaran
berbeda

A —
v

Bukti Potong yang belum diterima, jadi tidak
dilaporkan di 1771-11l




Contoh Ekualisasi Penghasilan

, \ 4 D
Akuntansi / 1771- J Pajak / 1771-11l
. " >
B R
Lapor Kredit Pajak
. J
—
Omset Revenue = DPP Kredit Pajak =
51.000.000.000 > 50.000.000.000

\ /'//

Fiskus = WP menyembunyikan Omset dg mengurangi Kredit Pajak
WP = BP belum diterima / accrual revenue

o~

Akuntansi / 1771-1

Omset Revenue =
50.000.000.000

Y
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(

\

Pajak / 1771-ll J

(

\.

Lapor Kredit Pajak ]

——

DPP Kredit Pajak =
52.000.000.000

Fiskus = WP kurang melaporkan Revenue di 1771-

WP = Ada other income (bukan omset utama) merupakan DPP Kredit Pajak

<



Y
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5. Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan
pada form 1771-1 SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek
PPN dalam SPT Masa PPN.

=] =3
z LAMPIRAN -1 % (I.!y Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1 1 1 1
1 771 > I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN g 20 v (SPT MASA PPN)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI g KEMENTERIAN KEUANGAN 1 ‘ : ' e [
DREXTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL 3 DEREXTORAT JENDERAL PAJAX Bacalah ledebih dahubs Buky Peturuk Peng san SPT Masa PPN, Ber anda X dalam | | yang sesual Déinl cih Petugan
NAMA PEP ! NEWP
@ NPWP - - —
E NAMAT s MASA - 2d e Dby 2
NAMA WARS PAJAK a1 —
§ TELEPON 3 1 Kiu: Pentotlar Ka ( ) | Wa]ib PPNBM
PERIODE PEMBUKUAN sd LS 13
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA oPP PPN
NO URALAN l RUPIAH A T('U'-!"; PPN
1) 2 |4 3) 3 s
1. | PENGHASILAN NETO KOMER SIAL DALAM NEGERI : a 1. Bhapor A1)Re
3 PEREDARAN USAHA “__1_ ;:x 2. Porryerahan yang PPN-nya Panss Spunget sendia 1 )Rp Rp
[ 1 @ 3. Penyerahan yang PPN-nya dgungut oleh Pemungut PPN | 2 JRp e
b HARGA POKOK PENJUALAN ‘ S
“ 1 3 4. Ponyerstan yang PPN -ays ek dpungt 3 )Rp Rp
A : te 4
S VALRN AL —t VQ, 5. Ponyoerahan yang dbebaskan darl pengonaas PPN ,"", Rp Rp
d PENGHASILAN NETO DARIUSAHA(1a3-10-1cC) "710. : Jumizh (TA 1 + LAZ+1A3+ AL+ 1AS) Rp 5
[ 4 I . B
6. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA \ B = 8 Tidak Tenutang PPN Rp
. -
| a C ok . n{ . "
{  BIAYADARI LUAR USAHA \‘ 1" @ C. Jumiah Sekuruh Penyermhan (LA + 1LB) Rp
1 B
o PRGN NSTO DARI LU USRI 05 1) | ] & | 1 PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR




SE LISI H777 Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN
e dimungkinkan terjadi selisih yang antara lain:

@ Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN

DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan:
Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
Pemakaian sendiri/pemberian cuma-Cuma
Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Penyerahan jasa pengiriman paket

Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan
Nota Retur/Nota Pembatalan

@ Selisih kurs pencatatan pada pembukuan &
penerbitan Faktur Pajak

@ rembayaran uang muka \Qgg)



-

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Penghasilan c¢fm. SPT Tahunan PPh Badan XXXXNXXX

Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN

Januari - Desember XOOOXXX

Total penyerahan XOOOXXXXX

Bukan objek PPN OOOXXXXK

Penyerahan antar cabang,pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, |  (Xxxxxx)
pengalihan aktiva

Penjualan tahun lalu; FP tahun ini | [xoooxoxx)

Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya HOOOXX KK

Selisih kurs XXX XX

Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini MOOXXX KX

Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya | (xo00aoox)

Total XXXXXXXX

AN Y
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Contoh Kasus Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN \25

ﬁiketahui dalam SPT PPN tahun 2017 sebesar Rp 4.796.500.000. Saudara diminta untuk \

melakukan ekualisasi dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum di SPT PPh Badan sejumlah Rp 4.412.500.000.

Berikut data-data yang terkait dengan ekualisasi:

« Penyerahan bulan Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT
PPN bulan Januari 2017,

« Dalam bulan November 2017, PT ABC menerima uang muka sebesar 10% atau sebesar Rp 70.000.000 atas
penjualan barang dagangan sebesar Rp 700.000.000 yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret 2018;

« Dalam bulan Februari 2017 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 15.000.000;

« Terdapat penjualan barang dagangan sebesar Rp 300.000.000 di bulan Desember 2017 yang faktur pajak dan
penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2018;

» Penjualan ekspor pada tanggal 7 April 2017 sebesar USD 5.000 dengan kurs KMK sebesar Rp 10.000, dan Kurs Jual

(realisasi) Rp 10.500;

Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar USD 6.000 dengan kurs KMK sebesar 10.250, dan Kurs Jual

(realisasi) Rp 10.000.

/




Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

KETERANGAN

Penyerahan menurut SPT PPN tahun 2017
Ditambah:

e Penjualan Des. 2017, lapor Jan. 2018

¢ Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 7 April 2017

Jumlah

Dikurangi

Uang Muka

Penjualan Des. 2016, lapor Jan. 2017

Pemakaian Sendiri

Selisish Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 21 Juni 2017

Jumlah

Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan 2017

Rp

300.000.000

2.500.000

70.000.000

600.000.000

15.000.000

1.500.000

Rp

4.796.500.000

302.500.000

686.500.000

4.412.500.000

Y
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Kuasa Wajib Pajak

Sesuai ketentuan, orang pribadi atau badan
dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat
kuasa khusus untuk membantu melaksanakan
hak dan kewajiban perpajakan, untuk dan atas
namanya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Bantuan
tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban
formal dan material perpajakan serta
pemenuhan hak Wajib Pajak yang sudah
ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan.
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Ayat 1

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :

/

PASAL 32
UU KUP

Badan Pengurus

Badan yang dinyatakan pailit Kurator

Badan dalam pembubaran melakukan pemberesan

orang atau badan yang ditugasi untuk

Badan dalam likuidasi Likuidator

salah seorang ahli warisnya, pelaksana
suatu warisan yang belum terbagi wasiatnya atau yang mengurus harta

peninggalannya

anak yang belum dewasa atau
orang yang berada dalam wali atau pengampunya
pengampuan




pajakmania.com

PMK 22 Tahun 2008 ( Pasal 3 )

0 1 Persyaratan Kuasa (Bukan Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan
formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta
dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma Ill yang dibuktikan
dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah

02 Persyaratan Kuasa (Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan
fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan
Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran |l
Peraturan Menteri Keuangan ini




’
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————————————————————————————————————————————

f
)
]
| = Ppasal 25, 26, dan 26A UU KUP
i = PerMenKeu No.202/PMK.03/2015
]

i * PER-14/PI/2020

--------------------------------------------

Objek Keberatan
SKPKB SKPN

SKPKBT SKPLB

Pemotongan/
Pemungutan
Pihak ke-3

,
-

Keberatan

Bila diajukan keberatan, tidak dapat mengajukan permohonan:

1. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi
administrasi

2. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar

3. Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan

tanpa:
a. Penyampaian SPHP
b. PAHP
SK Keberatan:
Ditolak * Dikabulkan Sebagian

* Dikabulkan Seluruhnya * Menambah Jumlah Pajak Yang
Masih Harus Dibayar

—————————————————————————————————————————————————————

Denda 50% bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian
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—————————————————————————————————————————

4

/ Dasar Hukum :

{ = Pasal27 UU No. 16/2009

i * Pasal 36-39 UU No. 14/2002
E * SE Ketua Pengadilan Pajak

i * No.SE-002/PP/2015

T - - - - - - - - - -

Objek Banding

SK Keberatan

Pengadilan Pajak

—————————— —

* ditolak atau dikabulkan Sebagian
* dikenakan sanksi administrasi denda 100% dari jumlah pajak

Pttt ettt T et T —

Putusan Banding : ‘

berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

P S SRR R GEE BEE R R e e S

Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai
kekuatan hukum yang tetap




Perubahan Setelah Adanya
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Sanksi setelah upaya hukum namun
keputusan keberatan/pengadilan
menguatkan ketetapan DJP

Uraian KUP lama UU HPP
Keberatan 50% 30%
Banding 100% 60%
Peninjauan - 60%
Kembali
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